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BUPATI BARITO SELATAN 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR 3 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK 

SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan Bupati 
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa 
diwilayahnya ; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a diatas , perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara Untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan 
Tahun Anggaran 2016. 

l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran 
Negara . Republik Indonesia Nomor 5587) Sebag"i_,a{qirji·:;:::_ . 
telah d1ubah dengan _ Undang-Undang Nomor t?'1)~ .. ~p.rr"• -. <~ ' 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas ~ndanf:}!rf~~:;i /\~ , 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan'o!f~Si~ :/ :t ' \: ' · ! ~ 

\\?~\~ttt ;~(j /)\// . 
\ t ✓_,;,;•t){;~,( "->// 
,~\. 0 ' ;;-.-:--~--~-- ·\ ,:,.:;,; 

v f:: , r•· r". r 
-:::-.--~.:=..::.:~.:::.,.~~ : 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679') ; .I 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5694); 

6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 288); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 
Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, 
Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 13); 



Menetapkan 
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13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Bari to Sela tan Tahun 2015 Nomor 22); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 . 

. BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat; 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selaqj•J;L;l}ya .~.'. :--,., 
disingkat APB Desa, adalah Rencana Keuangan/ T-qfryri'arL · .;. · 

Pemerintahan Desa. ✓ C:/} if ':,'! 
\ ·,."' , \ . , j \\ < ,: '";:-.: .. ··· <~· ;/'" 

""~ '-!'· t -·- ~-.·. ~ ~~~::::~_::···~~y~-
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BAB II 

RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito 
Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito 
Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan 
berdasarkan: 

a . Alokasi dasar; dan 

b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 
indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten. 

BAB III 

TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA 

Pasal 4 

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a , dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten 
dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam 
lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden 
Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 

Pasal 5 

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks 
kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal6 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
W = [(0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x 
(DD Kabupaten - AD Kabupaten) 
Keterangan: 
W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkaq 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilaya1,x;;& ;=-.:\--.-_-,.,,,, 

/ 7' • ) . ,.,, '"' 
tingkat kesulitan geografis Desa. l '~"?;,~?-'- ~",,,'. '., ,> \ 
Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terh8r1 ~I1 tt~~h J, \ : .. \ 
penduduk Desa Kabupaten /\~~12) 

~ \., ~ r-: I ,-.;!/ 
~:~?:~~~5-•' 
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Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap 
total penduduk miskin Desa Kabupaten 
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah 
Desa Kabupaten. 
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa 
Ka bu paten 
DD Kabupaten = pagu Dana Desa Kabupaten 
AD Kabupaten = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa 
dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten 

BAB IV 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 7 

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 
{tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening 
Kas Umum Daerah. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: 

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh 
perseratus); 

b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat 
puluh perseratus); dan 

c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh 
perseratus). 

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan: 
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati. 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun 

Anggaran sebelumnya. 
c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan 

laporan realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dan b 
kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan 
Maret. 

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan: 
a. Laporan realisasi penggunaan Dana 

kepada Bupati. 
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b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan 
paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan 
sebesar 50% (limapuluh per seratus). 

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 
penggunaan Dana Desa Tahap I se bagaimana 
dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat 
minggu kedua bulan Juli. 

(6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan: 

a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah 
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 
penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada 
Bupati. 

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan 
Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a 
menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan 
Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per 
seratus). 

c. Kepala , Desa menyampaikan laporan realisasi 
penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II 
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati 
paling lam bat minggu kedua bulan September. 

(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun 
dianggarkan dalam APBDesa. 

Pasal 8 

( 1) Seluruh dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 
tersebut diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan. 

(2) Dokumen yang memenuhi persyaratan, selanjutnya 
dibuatkan surat pengantar dan atau rekomendasi yang 
ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD Kabupaten 
Barito Selatan untuk mendapat proses lebih lanjut. 

BABV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 9 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016. 

Pasal 10 
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BAB VI 

PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 11 

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus 
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas 
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 
dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban 
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan 
peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 
peraturan desa. 

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan 
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan 
Dana Desa Tahunan kepada Bupati. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
ketentuan: 

a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli 
tahun anggaran berjalan; 

b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan September 
tahun anggaran berjalan. 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan 
paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun 
anggaran berikutnya. 

Pasal 13 

( 1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa <la.lam hal 
Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/ atau 
laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya. 

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan 
disampaikannya APBDesa dan/ a tau laporan realisasi 
penggunaan tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal 
ditemukan penyimpangan pelaksanaan £ }'.:ft~ :'> 
mengakibatkan SiLPA tidak wajar. /;/"\.'! . .,.,,,,~"~"\ · ·>·, 

I /<:; / .. -~ ..... , .. .,:. \ 
/-'/ I# r'\ -- : \ .. \ 
• ~ I t., --:--... ·"-- ', t,,_ ..c~ · \ ·. 

~:.\~~).~. '. i . ) '. ' 
\ ~ //,' -,,, .. _..___ ·:. ~ ... -,/ 
~-~-~ () •.; :a; ·· .. • .... ···•··-~ 1/.,.,,,,. ... ,~~~:.~=:~ __ .:·~-- " ,. ~: 
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(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang 
melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa 
yang diterima Desa. 

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan 
prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak 
mendapatkan persetujuan dari Bupati. 

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada 
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya -- Hi·-

1
-
1
-(-,,U-; -,-

1
-~-
1
--,d lam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan. 

Ditetapkan di Buntok 
pada tanggal 23Febnrnri 2016 

BUPATIBA~T~- E~TAN 
< 

M. FARID YUSRAN 

Diundangkan di Buntok 
pada tanggal 23 F ebD.wri 2016 

.,, • I 

SEKRET IS DAERAH 
BARITO SELATAN, 

~ •~·,,,,_.._,.,,=-·se,:.,.~-•···;.:,,, ," -~• -~--a~.•·• . i ~ '-~ -~ : 

t~:::r .. ~ .· : ·1 ·•·· ,·: -. ~~c=.s===m=•··''' "}~•~-~ ==-'· 
(' •; .) '. .f~;_.;,.:.._ ~•-<-'' ~~,#~,=..!.::.7,~=nl:!""~•,} -.;: _"';,T.; .i 

a , 
i 

- ' ' ·~=~:~~~1 . j 
EDI KRISTIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2016 N0M0R 3 



No. Kecamatan 

, ,J1J "~'1} I "' 12J ~ £; 

1 IJENAMAS 

2 
3 
4 

5 IDUSUN HILIR 

6 

7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 I KARAU KUALA 

15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR 3 TAHUN 2016 
TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA 
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 

Nama Desa 

·~~- 'f :"'";;f(J) i- '~ 
TAMPULANG 

RANTAU BAHUANG 

RANGGA ILUNG 

TABATAN 

SUNGAI JAVA 

MAHAJAN DAU 

KALANIS 

LEHAI 

DAMPARAN 

TELUK TIMBAU 

BATILAP 

BAT AM PANG 

MANGKATIR 

SALAT BARU 

TELUK BETUNG 

BABAI 

JANGGI 

MALITIN 

MUARAARAI 

TALIO 

TAMPIJAK 

BINTANG KURUNG 

TELUK SAMPUDAU 

t~-

PAGU DD 
TAHUN 2016 

(Rp) 

:?if: " ~ 

~~3,450,000 
636,071,000 
671,021,000 
600,752,000 
791,155,000 
791,716,000 
706,952,000 
693,163,000 
664,029,000 
605,462,000 
636,806,000 
683,281,000 
612,102,000 
610,226,000 
6}2,754,000 
721,259,000 
620,007,000 
614,367,000 
635,321,000 
744,321,000 
626,023,000 
656,472,000 
611,382,000 

TAHAPI 
(Rp) 
40% 
.·fsJ. "· ·,•"' 

253,380,000 
254,428,400 
268,408,400 
240,300,800 
316,462,000 
316,686,400 
282,780,800 
277,265,200 
265,611,600 
242,184,800 
254,722,400 
273,312,400 
244,840,800 
244,090,400 
245,101,600 
288,503,600 
248,002,800 
245,746,800 
254,128,400 
297,728,400 
250,409,200 
262,588,800 
244,552,80, 

TAHAP II 
(Rp) 
40% 
; (6) ,;.af ~ 

253,380,000 
254,428,400 
268,408,400 
240,300,800 
316,462,000 
316,686,400 
282,780,800 
277 ,265,20Q 
265,611,600 
242,184,800 
254,722,400 
273,312,40Q 
244,840,800 
244,090,400 
245,101,600 
288,503,600 
248,002,800 
245,746,800 
254,128,400 
297,728,400 
250,409,200 
262,588,800 
244,552,80Q 

r 

TAHAP Ill 
(Rp) 
20% 
" (7) 

126,690,000 
127,214,200 
134,204,200 
120,150,400 
158,231,000 
158,343,200 
141,390,400 
138,632,600 
132,805,800 
121,092,400 
127,361,200 
136,656,200 
122,420,400 
122,045,200 
122,550,800 
144,251,800 
124,001,400 

122 873,4.0Q : :-:.:.~>--, 
127 . ,.,,.OA(:::. /•,. --~"~ 
_...;._~~- _..,.'-!=i- ~-:::.,:<: < -:\ 
148 .. :, \. :.:.:: i\ 

. :·, '\ \ ~ 
125 ✓--·t:·<'/1 

\ ~ \ 

131 .;?:/: )ti) 
12 2 , _, .• _ ,, ., .. ~ ,>~1/.d 

~ -;;::/~:::~:~ / 
~ - ~~ (:.-,:~·~1/ ~ .... . ,.,, ...... :1- ··:·-'"·~· ~ 

·. _,__, __ ,....--~ 



59 PALU REJO 

60 WAYUN 

61 MARGA JAVA 

62 RUHING RAYA 

63 DUSUN SELATAN DANAU GANTING 
64 MUARA TALANG 

65 TELUK TELAGA 

66 BARU 

67 DANAU SADAR 

68 PAMAIT 

69 SABABILAH 
70 MANGARIS 

71 TETEI LANAN 
72 PAMANGKA 

73 SANGGU 
74 LEMBENG 

75 MUARA RIPUNG 

76 MADARA 

77 MURUNG PAKEN 
78 MABUAN 

79 KALAHIEN 

80 PENDAASAM 
81 PARARAPAK 

_.J32 ___ --·-· ··- ___ ..,,_ ~ . TELUK MAMPUN --~~--- , ... 

8~ _:r !Cl rr r 'J T )'1\ ,-f :v':·-, 1. I\:;;. j TANJUNG JAWA 
4._ '" ·•·•-' .,~ --~- '- _,,. 'I!! A 

J TELANG ANDRAU __ .B -- ._,.,_.-. ,..,. 

-- ~5;:r_ · -~-1 ~-... '\ 1·1 I / f DANGKA 
--86- -- ---- ···- "' -_1 / 1 DANAU MASU RA 

' I 

' .~)t_t~J~!.: ~ I r _,;,,, Total 

l .ASI:n-,--·; L !~-~- ,-, 
!" r . . .... -,,. ..,. ~--' ___ ,. 
i tr 1

\, I-1 /\f1 ! ~ 
P •• il_ ,o,,i'-:1 I ~ 

/"!ti~UBAG ·-T--1--~-
.----------~------------ -
- ~H?I ~ U[;1f- i 

\ 5...f. .,..' '~.l--~1)1'-'=... I ~ 

644,352,000 
621,236,000 
601,539,000 
602,105,000 
609,300,000 
622,874,000 
603,398,000 
728,992,000 
610,486,000 
615,079,000 
608,678,000 
604,786,000 
602,464,000 
602 ,687,000 
609,066,000 
603,548,000 
599,239,000 

621,663,000 
617,642,000 
617,076,000 
701,749,000 
715,349,000 
606,509 ,000 
634,608,000 
662,106,000 
617,389,000 
601,819,000 
631,383,000 

54,725,770,000 

l 

\ 

257,740,800 
248,494,400 
240,615,600 
240,842,000 
243,720,000 
249,149,600 
241,359,200 
291,596,800 
244,194,400 
246,031,600 
243,471,200 
241,914,400 
240,985,600 
241,074,800 
243,626,400 
241,419,200 
239,695,600 

248,665,200 
247,056,800 
246,830,400 
280,699,600 
286,139,600 
242,603,600 
253,843,200 
264,842,400 
246,955,600 
240,727,600 
252,553,200 

21,890,308,000 

-~ 
,,,. :. _.,., ... 

I 
\ 

257,740,800 128,870,400 
248,494,400 124,247,200 
240,615,600 120,307,800 
240,842,000 120,421,000 
243,720,000 121,860,000 
249,149,600 124,574,800 
241,359,200 120,679,600 
291,596,800 145,798,400 
244,194,400 122,097,200 
246,031,600 123,015,800 
243,471,200 121,735,600 
241,914,400 120,957,200 
240,985,600 120,492,800 
241,074,800 120,537,400 
243,626,400 121,813,200 
241,419,200 120,709,600 
239,695,600 119,847,800 

248,665,200 124,332,600 
247,056,800 123,528,400 
246,830,400 123,415,200 
280,699,600 140,349,800 
286,139,600 143,069,800 
242,603,600 121,301,800 
253,843,200 126,921,600 
264,842,400 132,421,200 
246,955,600 123,477,800 
240,727,600 120,363,800 
252,553,200 126,276,600 

21,890,308,000 10,945,154,000 

N, 
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